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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep e-Government adalah penggunaan Teknologi Informasi (TI) melalui internet yang bertujuan untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan. Pemerintah dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat apabila ditunjang dengan penggunaan Teknologi Informasi (TI) untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara.
Penerpan e-Government di pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat melalui kantor Perpustakaan dan Arsip daerah saat ini masih dalam bentuk portal website. Portal website dengan alamat www.bandungbaratkab.go.id telah bisa di akses.
Penerapan e-Government melalui www.bandungbarat.go.id menjadikan beberapa indicator seperti kondisi data infrastruktur, ketersedian dasar hukum, kordinasi antar intansi, ketersedian aparatur, ketersediaan sarana dan teknologi serta strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan e-government. Berdasarkan indicator-indikator diatas, mala peneliti akan menjelaskan sebagai berikut :


4.1	Ketersediaan Data Infrastruktur Penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id Dalam Memberikan Informasi Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Barat
Perkembangan jaman dalam telekomunikasi dalam sebuah Negara ditandai dengan semakin tersedianya fasilitas infrastruktur teknologi informasi canggih yang dapat dipakai oleh berbagai kalangan. Keberadaan teknologi telah merubah pandangan dan mekanisme para praktisi manajemen dan bisnis. Perkembangan teknologi internet telah merubah cara berbagai individu khalayak dalam berinteraksi dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.
	Manajemen informasi yang mendukung di kabupaten bandung barat bisa dilihat di portal website pemerrintahan bandung barat. Perkembangan teknologi informasi yang berkonversi dengan tumbuhnya masyarakat berbasis pengetahuan secara signifikan memaksa pemerintahan pusat ataupun daerah untuk memulai berbagai kebijakan yang harus disusun dan diberlakukan segera agar perubahan paradigma di berbagai aspek kehidupan.
			Pengalaman sukses berbagai entity organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi di sejumlah sector/aspek kehidupan akan terlihat dari sebuah benang merah yang menjadi kunci keberhasilan. Benang merah atau kesamaan yang ada adlah berhasilnya para pengelola dan/atau pemakai teknologi informasi dalam memahami, menghayati, dan menjalankan perubahan paradigm (cara pandang) system entity organisasi terkait dari yang konvensional menjadi berbasis teknologi.

4.1.1 Ketersediaan Manajemen sistem yang Mendukung Dalam Penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id
	Ketersedian Manajemen system disini bisa dilihat di portal website Kabupaten Bandung Barat.  Meskipun masih sederhana system disini tapi bisa dikatakan manajemen system yang mendukung dalam penerapan e-Government telah ada.
	Pada dasarnya layanan yang terdapat pada e-government dibagi kedalam 3 tahap implementasi, yaitu: publikasi (publishing), interaktif (interactivity), dan transaksi (transaction). Publikasi didalam e-government ini artinya adalah menyediakan informasi pada user (masyarakat, pelaku bisnis, dan pihak lain yang berkepentingan) 
	Publikasi merupakan tahap implementasi e-government yang paling mudah, karena cakupannya yang lebih kecil serta penerapannya hanya memerlukan aplikasi yang sederhana. Dengan media komputer atau handphone, masayarakat dapat mengakses sumber informasi yang biasanya menggunakan media Internet dalam penyampaiannya.  
Pada tahap Interactivity, user dapat mencari dan memperoleh informasi berdasarkan suatu kriteria yang unik. Artinya di tahap ini dapat dimungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Aplikasi yang digunakan dalam tahap ini lebih kompleks dibandingkan tahap publish, contoh aplikasi yang dapat digunakan adalah; situs portal, e-mail, mailing list, Internet Relay Chatting, tele-conference, web-TV dan sebagainya.
Pada tahap transaction juga terjadi interaksi dua arah seperti halnya pada tahap interactivity. Hanya disini user dapat mencari dan membeli suatu produk, atau membayar jasa layanan dan mengumpulkan suatu informasi yang akan diolah. Aplikasi yang digunakan disini jauh lebih kompleks, serta melibatkan system kemanan (security) yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan dengan aman dan melindungi hak-hak privacy pihak yang bertransaksi.
Pada sesungguhnya kabupaten Bandung Barat adalah Kabupaten Baru dengan pemerintahan yang baru dan manajemen system yang masih sederhana. Tapi disini ada keinginan dari pemerintahan kabupaten bandung barat dalam hal penerpan e-Government.
 
4.1.2 Adanya dokumentasi yang mendukung dalam penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
	Dokumentasi  sangat diperlukan dalam sebuah kebijakan. Hal ini sangat membantu dalam proses perumusan kebijakan. Adapun dokumentasi tersebut bertujuan untuk lebih memudahkan dalam mencari dan mengolah data yang dibutuhkan. Adapun dalam proses dokumentasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Adanya alat yang mendukung dalam proses dokumentasi  (2) Adanya tempat untuk menyimpan dokumentasi (3) Adanya evaluasi data. Proses dokumentasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana dokumentasi tersebut digunakan. 
	Pertama, alat yang digunakan dalam dokumentasi. Dalam melakukan dokumentasi diperlukan alat untuk mendukung dokumentasi tersebut. Alat yang digunakan hendaklah menggunakan alat yang memang dikhususkan untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi tersebut bermacam-macam bisa berupa tulisan ataupun gambar-gambar. Sejalan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dokumentasi dapat berbentuk audio visual. Dengan adanya alat yang beragam dalam dokumentasi tersebut kita tinggal memilih alat apa yang cocok untuk proses dokumentasi yang akan kita buat.
Dokumentasi yang mendukung disini bisa dikatakan masih sederhana karena dokumentasi yang ada masih seadanya. Oleh karena itu disni bisa terlihat kelemahan-kelemahan yang dapat dilihat dalam website Kabupaten Bandung barat.
	Penerapan e-Government telah dicoaba oleh pemerintahan settempat meskipun masih banyak yang kurang dan masih dalam proses menuju system yang lebih baik dalam hal dokumnetasi dalam mendukung penerpan e-government.
  	Kedua, tempat penyimpanan dokumentasi. Penyimpanan dokumentasi sangat diperlukan. Hal ini dapat membantu dalam proses pencarian data. Dalam membuat tempat penyimpanan data hendaklah disesuaikan dengan bentuk dokumentasi yang telah dibuat. Dengan demikian dokumentasi tersebut akan tersusun rapi dan akan lebih memudahkan kita dalam mencari data yang diperlukan. Idealnya tempat penyimpanan dokumentasi tersebut berupa sebuah ruangan yang khusus dibuat untuk penyimpanan dokumentasi.
	Ketiga, adanya evaluasi data yaitu data perlu dievaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dalam memberikan informasi. Evaluasi data tersebut dilakukan agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dengan adanya evaluasi data selain dapat mengetahui data apa saja yang kurang, evaluasi data juga dapat digunakan sebagai sebuah penilaian dari beberapa instansi dalam memberikan data. Penilaian disini diartikan bahwa sejauh mana instansi tersebut dapat memberikan sebuah data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk dijadikan sebuah informasi ke dalam www.bandungbaratkab.go.id. 
Berdasarkan hal tersebut, evaluasi data bertujuan agar dapat memberikan informasi yang up to  date dan sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan data menjadi informasi dilakukan setiap hari dalam www.bandungbaratkab.go.id. Adapun cara yang digunakan untuk mengevaluasi data adalah selain terdapat prosedur standar operasional dalam memasukan informasi, juga berupa masukan dari instansi-instansi yang terkait sehubungan dengan informasi apa yang akan dimasukan ke dalam MIP. Dengan demikian, maka evaluasi data dalam kebijakan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan. 
4.1.3 Ketersediaan data yang berkualitas yang mendukung dalam penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
Data yang berkualitas sangat diperlukan dalam memberikan informasi. Dengan adanya data yang berkualitas maka informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga. Dalam menentukan apakah data tersebut berkualitas atau tidak maka dapat dilihat dari adanya data yang akurat, tepat, sesuai dengan kebutuhan dan lengkap. Berdasarkan indikator-indikator tersebut maka ketersediaan data yang berkualitas yang mendukung dalam kebijakan penerapan e- Government melalui www.bandungbaratkab.go.id meliputi:
Pertama, adanya keakuratan data. Keakuratan data dibutuhkan sekali dalam informasi karena jika informasi tidak akurat maka informasi tersebut akan ditinggalkan karena tidak akan ada lagi yang mempercayai terhadap informasi tersebut. Proses untuk memperoleh data yang akurat dapat dilakukan dengan berbagai cara. 
Kedua, adanya ketetapan waktu dalam memberikan data. Data yang diperlukan hendaknya diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketetapan waktu dalam memberikan data tersebut dimaksudkan agar infomasi dapat diberikan tepat waktu dan sesuai dengan situasi yang ada. Semakin tepat data tersebut diberikan maka semakin cepat informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh.  
Ketiga, adanya data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam memberikan data hendaknya memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan data yang akan dimasukan ke dalam MIP. Sehingga tidak ada data yang direkayasa dan informasi tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam sebuah informasi data yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan karena informasi tersebut dibuat untuk orang banyak. 
Keempat, adanya kelengkapan data yang dibutuhkan. Kelengkapan dalam memberikan data merupakan faktor penting dengan memberikan data yang lengkap maka informasi dapat diolah dengan baik dan diperoleh informasi yang lengkap juga. Beberapa instansi masih menganggap bahwa tidak terlalu penting memberikan data yang begitu lengkap untuk dimasukan ke dalam www.bandungbaratkab.go.id. Data yang dibutuhkan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id belum dapat terpenuhi. Akibatnya masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut merasa Informasi yang ada  belum lengkap dan perlu ditambahkan lagi.
Data yang berkualitas dalam menopang informasi masih sangat minim, karena data yang tersedia masih sangat sedikit, meskipun begitu kantor perpustakaan dan arsip daerah tidak pantang menyerah. Penyediaan data disini bisa didapat dari media cetak ataupun media elektronik lainnya.
	Data yang tersedia disinipun didapat dari beberapa intasin yang telah mengadakan sebuah acara. Data disini bisa berupa foto ataupun sebuah artikel. Tapi semua keseluruhan ketersedian data yang berkualitas masih dikira kurang.

4.1.4 Menjaga keamanan data yang diperoleh yang berhubungan dengan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
		Pengamanan sistem e-Government tidak terlepas dari pengamanan jaringan komputer dan Internet secara umum karena pengembangan jaringan komputer dan Internet dinilai sebagai awal model penerapan e-government secara penuh oleh lembaga pemerintah di pusat dan daerah. Pengembangan e-government dapat dimulai dengan pembangunan situs yang menyediakan peluang untuk pooling atau mekanisme interaksi, penyediaan pelayanan administratif untuk perijinan atau yang terkait dengan sistem persyaratantertentu.
Komputer yang terhubung ke jaringan sangat potensial diakses oleh pengguna yang tidak berhak, atau yang sering disebut sebagai ”hackers”. Berdasarkan hasil riset dan survey serta berbagai laporan tentang kejahatan komputer yang terjadi dewasa ini, diketahui bahwa tidak ada satu pun jaringan komputer yang diasumsikan 100 persen aman dari serangan virus komputer, spam, e-mail bomb, atau diterobos langsung oleh para hackers. Sangat sulit mencari angka yang pasti tentang peristiwa kejahatan seperti ini karena banyak menyangkut publikasi negatif pada suatu sistem jaringan.
Secara teknis sangat sulit untuk mengevaluasi sebuah jaringan komputer secara spesifik. Itu semua tergantung pada banyak hal, antara lain banyaknya jumlah user atau client dalam jaringan komputer dengan berbagai access point yang ada, model jaringan, jenis dan versi sistem operasi yang digunakan, dan keahlian, kemahiran serta pengetahuan dari system administrator atau network administrator. 
Prosedur yang sederhana dan mudah untuk mengevaluasi aspek keamanan jaringan komputer dalam model kerja e-Government adalah dengan memanfaatkan seluruh program-program atau utiliti-utiliti mengenai hacking (hacking tools) yang ada. Program ini dicobakan pada jaringan komputer sehingga dapat dilihat seberapa parah dampak negatif yang akan ditimbulkan.

4.2	Ketersediaan dasar hukum dalam penerapan e-government melalui www.bandungbaratkab.go.id  dalam memberikan informasi pemerintahan di kabupaten bandung barat
	Perkembangan dan pembangunan telematika memasuki babak baru pada awal tahun 2005 dengan digabungkannya Ditjen Postel yang dahulu berada di bawah Departemen Perhubungan kedalam Depkominfo. Penggabungan tersebut seyogyanya bisa mempercepat gerak pelaksanaan aplikasi e-Government di seluruh tanah air dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penyediaan infrastruktur telematika yang sekaligus disinkronkan dengan berbagai aplikasi prioritas. 
Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan e-Goverenment  yang juga sudah dilengkapi dengan berbagai Panduan tentang egov seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda; dan lain-lain. Demikian pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan e-goverment di pusat dan daerah..
Dalam bidang kebijakan, kelihatannya pemerintah belum berhasil menyusun suatu langkah konkrit yang dapat menggerakkan berbagai komponen pemerintah (lintas sektor) untuk saling bekerja sama pembangundan menjalankan aplikasi yang memang harus disinergikan. Hingga sekarang pemanfaatan telematika untuk Kartu Tanda Penduduk, Perpajakan, Imigrasi, dan Kepegawaian yang sangat dibutuhkan dalam reformasi pemerintahan masih belum terlaksana. Masih mahalnya tarif Internet, termasuk Broadband.
Kombinasi pemanfaatan kapasitas telepon tetap eksisting dan berbagai teknologi nirkabel lainnya sudah seharusnya bisa didukung oleh system tarif yang sudah memanfaatkan kompetisi dalam sektor telematika ini. Begitu pula alternative penyediaan infrastruktur telematika di daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal masih belum bisa memaksimalkan pemanfaatan dana Universal Service Obligation (USO) yang telah dikutip dari operator.
Kantor perpustakaan dan arsip daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang membantu bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan data elektronik yang meliputi manajemen perpustakaan, menejemen kearsipan dan manajemen system informasi. Adapun landasan hukum yang mendasari penerapn e-Government adalah peraturan bupati bandung barat nomor 4 tahun 2007, tentang lembaga teknis daerah kabupaten bandung barat. 
Adapun undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dimana pemerintahan kabupaten bandung barat memiliki otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan kabupaten bandung barat.
Dasar hukum dan peraturan-peraturan dijadikan strategi dari pemerintahan untuk menerapkan e-Government secara berkesinambungan. Adapun dasar hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun Surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

4.3	Koordinasi antar instansi dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di kabupaten Bandung barat.
Koordinasi antar instansi sangat diperlukan untuk lebih mengetahui hal apa saja yang diinginkan dari instansi tersebut dan bagaimana instansi tersebut menanggapinya. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam koordinasi antar instansi meliputi adanya koordinasi antar instansi, kerjasama  dan komunikasi yang baik antar instansi. Berdasarkan hal tersebut maka dalam kebijakan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung Barat terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu:
	Pertama, adanya koordinasi antar instansi. Dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi maka akan tercipta hubungan yang erat di setiap instansi. Adapun dalam berkoordinasi hal yang disampaikan adalah bagaimana untuk mengoperasikan www.bandungbaratkab.go.id.
Koordinasi antar instansi merupakan salah satu cara untuk melihat kondisi data infrastruktur. Masih kurangnya pemahaman tentang kegunaan www.bandungbaratkab.go.id itu sendiri bagi instansi. mengingat situasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat, koordinasi antar instansi belum optimal karena letak geografis tiap intansi yang belum memadai. 
	Kedua, adanya kerjasama yang baik antar instansi. Kerjasama yang antar instansi diperlukan untuk lebih memudahkan dalam mencari data, selain itu dengan adanya kerjasama yang baik maka suasana kerja akan lebih baik. Kendala yang dihadapi karena instansi belum mengetahui data apa saja yang diperlukan untuk dijadikan Informasi ke dalam www.bandungbaratkab.go.id, sehingga kantor perpustakaan dan arsip daerah meminta langsung data yang diperlukan kepada instansi terkait. Jika dilihat kerjasama antar instansi belum dikatakan baik. 
	Ketiga, adanya komunikasi yang baik antar instansi. Dalam berkomunikasi diperlukan sebuah media. Adapun media yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya sebuah Media maka komunikasi akan lebih baik. Dalam menentukan Media apa yang cocok untuk dipergunakan dalam berkomunikasi hendaknya dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan media tersebut sudah sering digunakan dalam berkomunikasi. Jika tidak memperhatikan hal tersebut proses berkomunikasi akan mengalami hambatan sehingga tidak dapat menciptakan komunikasi yang baik antar instansi
Adapun Media yang digunakan dalam menciptakan komunikasi yang baik antar instansi misalnya Media telepon, faksimili dan media elektronik lainnya seperti jaringan komputer yang terhubung dari setiap Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Media yang sering digunakan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id adalah telepon karena Media tersebut lebih cepat dan tepat untuk berkomunikasi. 
Dari hasil pemaparan tersebut maka koordinasi antar instansi dalam penerapan e-Government sudah cukup baik. Namun yang menjadi sebuah kendala adalah dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan jaringan komputer. kendala tersebut disebabkan karena jumlah  aparatur yang dapat menggunakan jaringan komputer dari setiap instansi masih terbatas. Selain itu tidak adanya petunjuk teknis dalam penggunaan jaringan komputer sehingga terkadang menyulitkan aparatur itu sendiri.


4.4	Ketersediaan aparatur dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di kabupaten Bandung barat.
4.4.1	Memiliki pengetahuan yang menunjang penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
	Memiliki pengetahuan yang menunjang. Memiliki pengetahuan yang menunjang dalam penerapan e-Government saat ini sangat diperlukan. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Pengetahuan akan teknologi informasi sangat diperlukan dengan adanya penerapan e-Government aparatur harus siap melaksanakannnya. Salah satu cara untuk mengetahui pengetahuan aparatur adalah melalui tingkat pendidikan.
Pengetahuan mengenai penerapan e_government sangat baik karena banyaknya referensi mengenai penerapan e-Government. Pengetahuan yang didapat melalui studi lapangan yang telah dilakukan dan pengalaman sebelumnya yang pernah bekerja di kantor pusat data elektronik Kabupaten Bandung.
	Pegawai di kantor perpustakaan dan arsip daerah hanya beberapa pegawai yang mengetahui dan memahami tentang konsep e-government, sebagaian pegawai belajar melalui litelatur-litelatur mengenai konsep penerapan e-government.

 
4.4.2	Memiliki skill yang mendukung penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
Memiliki skill ( keterampilan) yang mendukung. Keterampilan dapat membantu dalam penerapan e-Government. Keterampilan yang dimiliki aparatur saat ini khususnya dalam penerapan e-Government cukup baik. Namun seiring kemajuan teknologi yang semakin hari semakin baik serta semakin beragam kemudahan yang diberikan maka hendaknya dilakukan pelatihan khusus tentang e-Government.
Adapun cara yang dilakukan guna meningkatkan keterampilan yang mendukung dalam penerapan e-Government melalui MIP dilakukan dengan melakukan pelatihan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk lebih mengetahui keterampilan aparatur.  Pelatihan yang dilakukan dalam kebijakan penerapan e-Government. 
Pengetahuan mengenai penerapan e-Government sudah dipahami oleh beberapa pegawai, akan tetapi untuk mengeani skill yang mendukung untuk penerpan e-governmet dirasa masih kurang meskipun hanya ada beberapa orang yang mulai memeliki skill.
	Pelatihan-pelatihan telah terlaksana akan tetapi pelatihan telah terlaksana belum semua pegawai memiliki skill yang benar-benar. Pegawai masih menguasai hal-hal yang mendasar saja dan belum memiliki kemampuan yang lebih.

4.4.3	Adanya budaya berbagi informasi mengenai penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
Budaya berbagi informasi. Budaya berbagi informasi dimaksudkan untuk lebih memperoleh data yang akurat. Seperti halnya dalam kebijakan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id  budaya berbagi informasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan dalam ruangan rapat saja akan tetapi dilakukan dengan mengunakan sarana yang telah tersedia seperti telepon ataupun faxsimile tersebut data dapat diperoleh dengan cepat.
Namun terdapat kendala dalam berbagi informasi dalam menggunakan jaringan komputer.  Masih kurangnya aparatur di setiap instansi yang mengetahui dan bisa mempergunakan jaringan komputer menjadi kendala utamanya. Informasi yang dibagi masih dirasa kurang karena jumlah aparatur yang memberikan dan aparatur yang menerima informasi masih sangat kurang. Oleh karena itu proses berbagi informasi mengenai penerpan e-Government masih kurang dan sesuai proses akan berkembang menjadi budaya berbagi informasi penerpan e-governmnt yang sangat baik dan maju.

4.4.4	Memiliki jumlah aparatur yang memadai dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
	Masih kurangnya aparatur yang memadai dalampenerpan e-Government, dikarenakan kabupaten bandung barat adalah kabupaten pemekaran dan masih berumur 2 tahun jadi untuk memenhuni jumlah aparatur yang ideal belum tercapai maksimal dan sedang dalam proses memaksimalkan jumlah aparatur yang memadai dan kompeten dibiidangnya.
Ketersediaan jumlah aparatur dalam penerapan e-Government haruslah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan jumlah aparatur yang cukup maka proses penyampaian informasi akan lebih cepat. Adapun jumlah aparatur di kantor perpustakaan dan arsip daerah di Kabupaten bnadung Barat masih sedikit. Hal tersebut menjadi kendala karena dengan keterbatasan jumlah yang dimiliki terkadang informasi yang diberikan agak sedikit terhambat. 
Namun jika dilihat dari upaya meningkatkan pengetahuan tentang penerapan e-Government sudah cukup baik. Selain itu  dalam meningkatkan keterampilan aparatur dengan melakukan pelatihan yang berhubungan dengan penerapan e-Government sudah cukup bagus. 

4.5	Ketersediaan sarana teknologi dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan informasi pemerintahan di Kabupaten Bandung barat.
Sarana teknologi merupakan faktor utama untuk menetukan apakah sarasna yang dimiliki tersebut memadai atau tidak dan bagaimana keemudahan yang diberikan dalam mengaksesnya. Hal lain yang dapat mendukung sarana teknologi tersebut adalah jarinagn komputer dan komputer beserta sofwarenya.
Pengadaan komputer yang memadai telah terlaksana, dimana komputer disini menjadi server utama bagi portal website kabupaten bandung barat. Jumlah perangkat keras yang termasuk kedalam SIMDA, dimana pengelolaan dan pemeliharaan berada di bawah kantor perpustakaan dan arsip daerah sebanyak 2 buah, kedua perangkat keras dijadikan operasioanal website di kantor perpustakaan dan arsip daerah dan operasional di kantor bupati bandung barat.
	Sampai dengan tahun 2009 media yang digunakan untuk mengkoneksikan semua SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat baru KPADE dengan BUPATI dengan menggunakan broadband acces internet (Speedy).

4.6	Strategi pemikiran pemimpin dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id dalam memberikan pemerintahan di Kabupaten Bandung barat.
Strategi pemikiran pemimpin sangat diperlukan dalam mendukung kebijakan penerapan e-Government dengan adanya strategi tersebut maka akan diketahui seberapa besar pemimpin tersebut mempunyai keinginan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui Portal website di Kabupaten Bandung Barat. Adapun untuk mengetahui strategi pemikiran pemimpin kebijakan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung barat dapat dilihat melalui Pemimpin yang memiliki visi, strategi, kesadaran yang tinggi serta pengetahuan yang luas dan Pemimpin yang memiliki keterampilan yang mendukung juga memiliki komitmen yang kuat. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui strategi pemikiran kebijakan penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung barat sebagai berikut:
	Pertama, pemimpin yang memiliki visi yang jelas. Memiliki visi dalam sebuah pembangunan sangat diperlukan karena dengan adanya visi tersebut kita dapat mengetahui apa yang diinginkan dalam pembangunan tersebut. Adapun visi dalam kebijakan penerapan e-Government  www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung barat adalah terwujudnya system perpustakaan, kearsipan dan telematika yang efektif dan efisien secara terpadu dan terintegritas guna mendukung kebijakan pimpinan.  Dengan demikian pemimpin dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung barat  sudah memiliki visi untuk menigkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
	Kedua, pemimpin yang memiliki strategi yang jelas. Strategi sangat diperlukan dalam sebuah kegiatan yaitu diperlukan untuk lebih mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan kegiatan. Adapun yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi adalah melalui pendekatan, bagaimana menghadapi masalah yang sedang dihadapi, cara agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka strategi pemikiran pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung barat. 
Dalam melakukan pendekatan yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id adalah dengan cara sering melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.  Adapun pendekatan secara tidak langsung adalah dengan cara menggunakan fasilitas lain seperti jaringan komputer yang telah disediakan. Dengan adanya jaringan diharapkan akan dapat menimbulkan rasa ingin tahu. 
Agar kebijakan penerapan dapat berjalan sesuai dengan tujuan maka pemimpin sering melakukan diskusi tentang hal apa saja yang menjadi kendala di lapangan. Berdasarkan tersebut  terdapat informasi yang perlu dirubah setiap hari. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam kebijakan penerapan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung barat sangat baik dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam bekerja.
	Ketiga, pemimpin yang memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi sangat diperlukan bagi seorang pemimpin, dengan adanya kesadaran yang tinggi maka akan mencerminkan pemimpin yang baik juga. Dalam hal ini kesadaran yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung barat. Adapun salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi, selain itu mensosialisasikan kepada seluruh aparatur bahwa www.bandungbaratkab.go.id tersebut merupakan suatu media yang memberikan informasi yang akurat baik bagi aparatur maupun bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. 
	Keempat, pemimpin yang memiliki pengetahuan yang luas. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya, hal ini dimaksudkan agar tidak meremehkan atasannya.  Dengan demikian pemimpin tersebut sudah mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapan e-Government khususnya www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung Barat.
	Kelima, pemimpin yang memiliki skill yang cukup baik. Hal tersebut sangat diperlukan dalam menentukan suatu keputusan artinya jika pemimpin tersebut memiliki keterampilan yang cukup baik maka pemimpin tersebut akan mengetahui hal apa yang perlu diperhatikan dalam memerintahkan tugas kepada bawahannya. Selain itu jika pemimpin tersebut memiliki keterampilan yang cukup dalam penerapan e-Government maka akan lebih baik dalam membuat keputusan yang akan diambilnya. 
	Keenam, pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat. Seorang pemimpin haruslah mempunyai komitmen yang kuat hal tersebut dilakukan agar dapat diikuti oleh bawahannya.  Dengan demikian dapat dilihat bahwa strategi pemikiran seorang pemimpin dalam kebijakan penerapan e-Government  www.bandungbaratkab.go.id di Kabupaten Bandung barat. cukup memadai dengan memiliki visi yang jelas yaitu ingin lebih meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat, dengan melakukan pendekatan sosialisasi yang merupakan sebuah strategi dalam menerapkan e-Government melalui www.bandungbaratkab.go.id.
Adapun kesadaran yang dimiliki pemimpin tersebut adalah dengan melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan aparaturnya dalam bidang teknologi informasi. Selain itu dengan berlatar belakang pendidikan dalam bidang desain grafis, kepala subbagian Pelayanan informasi maka dalam membuat keputusan akan lebih mengerti keputusan apa yang harus diambil dalam keadaan tertentu. Cara yang dilakukan sebagai komitmen dalam penerapan e-Government melalui MIP dilakukan dengan menghadiri segala kegiatan yang berhubungan dengan penerapan e-Government dan megirimkan beberapa aparatur untuk melakukan pelatihan. 
	





